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SALINAN
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TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
D1 LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESEA,

Menimbang :

Mcngingat :

=

Bahwa dengan diberfalukannya Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Kevangan Nepara, Undang-Undang Nomor
1 Talron 2004 tentang Perbendaharazan Negara, dan Undang-
Undang Nomor 115 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanpgung Jawab Keuangan Negara periu
disusun Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di hngkungan
Badan Koordinasi Penanaman Modal;

bahwsa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam
buruf 2, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Keoordinas?
Penanaman Medal tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian
Megara di Lingkungan Badan Keordinast Penanaman Moedal;

. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan

Megara (Lembaran Negara Tshun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tabhun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lerabaran Negara Nomor 43551,

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengclolagn dap Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 MNMomor 66, Tambahan Lembaran Negara
MNomor 4400];

4. Undang-lindang . . .



Menetapkan:

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanarman
Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Noror 4724);

5 Peraturan Pemernintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah {Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Neomor 127, Tammbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4892);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia Takun
2010 Nomer 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

8. Keputusan Presiden Homor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Keputusan Presiden Normor 72 Tzhun 2004,

Q. Perataran Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan
Koordinasi Penanaman Modal;

10.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007

tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugl Negara Terhadap
Bendahars;

11.Peraturan Menteri Kenangan Nomor 967PMK.06/2007 tentang
Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINAS] PENANAMAN MODAL

TENTANG TATA CARA PENYELESAJAN KERUGIAN NEGARA T
LINGKUNGAN BADAN KODRDINASI PENANAMAN MODAL.

BABIL . ..



BAB1
KETENTUAN UMUM

Pazal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Kerugian Negara adalah kekurangan wang, surat berharga,
danjatau barang baik yang bergerak maupin tidak bergerak,
yang nyata dan pash jumlahnya, sebagai akibat perbuatan
melawan hukitm baik sengaja maupun Ialai.

Bendabara di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman
Modal adalah Pegawai Negerd Sipil yang ditunjuk dan
diangkat oleh Kepala untuk menerima, menyimpan dan
membayar/menyerahkan uang stau surai berharga atau
barang milik negara.

Pengpuna Barang Milik MNegara adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan barang milik negara di lingkungan
Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Tuntutan Ganti Rugi yang selanjuinya disebut TGR, adalah
suatiy proses pengembalian Kerugian Negara yang dilakukan
terhadap PNS dan/atau Pihak Ketiga sebagai akibat langsung
ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melawan
hukum.

Pegawai Megeri Sipil selanjutnya disingkat PNS, adalah setiap
warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan, diangkat olch pejabat
kepegawaian yang berwenang dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan negeri atau discrahi tugas negara lainnya
dan digaji berdasarkan peraturan peruadang-undangan
kepegawalan yang berlaku.

Pihak Ketiga adalah witra kenajfrekanan/perscoranganf

tenaga perbantuan dan  pihak lain yang melaksanakan
pekerjaan di Kantor Badan Koeordinasi Penanaman Modal.

7. Penvelesaian . .



10.

11.

iz,

13,

14,

15.

Penyelesaian Kerugian Negara Sccara Darpal adalah upaya
untuic memperoleh kembali pengembalian sepenuhnya atas
kerugian yang diderita oleh Negara dalam wakiu yang
sesingkat-singkatnya, baik yang dilaksanakan secara tunai
maupun dengan mengangsuy.

Keadann kahar {force majeure) adalah keadaan di luar
dugaan {kemampuan manusia yang mengakibatkan Kerugian
Negara setelah dibuktikan, dinyatakan cleh instansi yang
berwenang, schingga tidak ada unsor kelalaian/kesalahan
seseorang atas terjadinya kerugian tersebut,

Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selanjutnya
disingkat TPKN, adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala yang
mempunyai tugas dan fungsi untuk menangani  dan
menyelesaikan Kerugian Negara.

Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian
Negara yang selanjutnya dizsingkat SPEMKN, adalah sunata
bentuk permyataan yang tidak dapat ditarik kemba# dibuat
oleh PNS danfatan Pihak Ketiga wyang menyatakan
kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan
bertanggung jawab atas Kerugian Negara yang tegadi dan
bersedia meaggant Kerugian Negara dimaksud.

Ahli waris adalah anggota keluarga yang secara hukum
mendapatkan hak waris.

Kadaluwarsa adalah jangka waktu tertentu  yang
menyebabkan gugumya hak untuk mclakukan TGR terhadap
pelaknu Kerugian Negara.

Ingkar janjifwanprestasi adalah tidak menepati perjanjian
sebagaimana tertuang di dalam SPKMKN.

Lalaj adalah mengabaikan scsuam yang semestinya dilakukan
atau tidak melakukan kKewajiban.

Sanksi adalah tindakan yang dikenakan terhadap para pelaku

Kerugian Negara karena yang bersangkutan ingkar janji atau
melanggar hukum atau lata.

16. Tanggung . . .



16.

17.

18.

149.

20.

21.

22.

(1)

{2)

Tanggung Renteng adalah tanggung jawab yang dilaksanakan
secara bersama-sama oleh orang-orangfpihak-pihak terkait
dalam perbuatan yang merugikan Negara.

Badan Pemeriksa Xeuangan, yang selanjutnya disingkat BPK,
adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggungbjawab keunangan negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahuan 1945.

Badan Xoordinasi Penanaman Modal, yang selanjuinya
disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non
Kementerian yang bertangging jawab di bidang penanaman
modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Kepala adatah Kepala BKPM.
Sekretaris Utama adalah Sekretans Utama BKPM.

Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala yang mempunyai
tugas melaksanakan pengawasan [ungsioral terhadap
pelaksanaan hugas di lingkungan BEKPM.

Kepala Unit Kerja adalah Direktur, Kepala Biro danfatau
Kepala Pusat di lingkungan BKPM.

BAE 11
MAKSUD TULHJAN

Pasat 2

Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara dimaksudkan sebagm

acuan untuk menyelesatkan Kerugian Negara yang dilakukan

cleh PNS dan/fatau Pihak Keriga;

Tata Cara Penyelesaan Kerugian Negara im bertujuan untuk -

a. mengembalkan kerugian Negara yang telah terjadi;

k. penegakan dan kepasttan hukusmn datam penyelesaian
pengelolaan kevangan negarsa;

c. pemagaan atas hak dan aset negara;

d. optimalisasi perntiliban pengelolaan keuangan
negara; dan

e peningkatan ., .



e, peningkatan disiplin dan tanggung jawab PNS
danjfatan Pihalk Ketiga dalam pengelolaan keuangan
negara danfatau penggunaan Barang Milik Negara di
linglkungan BKPM.

BAB III
RUANG LINGEUP

Pasal 3

(1} Peraturan ini mengatur mengenai tata cara penyelesaian

kerugian nepara di lingkungan BKPM berdasarkan hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ataupun
Inspektorat terhadap PNS danjfatau Pihak Ketiga di

lingkungan BKPM.

(2) Tata cara penyelesaian ganti Kerugian Negara terhadap

Bendahara di lingkungan BKPM, mengacu pada Peraturan
Badan Pemeriksa Keuvangan Nomor 3 Tahun 2067 tentang Tata
Cara Ganti Kerugian Nepara terhadap Beadahara.

BAB IV
INFORMAS) KERUGIAN NEGARA

Pasal 4

Informasi Kerugian Negara dapat diketahwi dar; -

a. pengawasan dan/atau pemberitahuan Kepala Unit Kerja;
b. pengawasan Inspektorat;

c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 5

(1) Kepala Unit Kerja wajib melaporkan setiap Kerugian Negara

(2]

kepada Unit Eselen 1 dan membentahukan kepada Inspekiarat
selambat-lambatnya 7 (tgjuh) hari kerja setelah Kerugian
Negara diketahui dengan tembusan kepada Kepala.
Pemberitahuan schagaimana dimaksud pada ayat {1), dilengkapi
sekurang-kurangnva dengan  dokumen  Berita  Acara
Pemeriksaan Kas/Barang.

BABV ...



{1}

(2}

(3)

BABV
SEBAB-SEBAB KERUGIAN NEGARA

Pasal 6

Kerugian Negara disebabkan oleh :

A

b.

perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban

yang dilakukan oleh PNS dan/atau Pihak Ketipa;

keadaan kahar,

Perbuatan melawan bulkum atan  kelalaian dari PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :

a.

b.

h.

menyalahgunalan barang atau wang atau surat berharga
milik Negara;

memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan,
meminjamkan, menghilangkan, merusak dekumen, surat
berharga danfatan barang milik Negara secara tidak sah;
menyalahgunakan wewenang atau  jabatan  yang
mengakibatkan kerugian Negara;

tidak melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya
sehingga pihak ketiga terhindar dan kewajiban membayar
kepada Negara,

tidak menyimpan dan tidak mengawasi secara khusus
terhadap barang-barang yang dianggap atau dikategorikan
atraktif yang mcnjadi wewenang penggunaannya atau
lingkup tugasnya;

tidak mengindshkan, tdak memperhatikan, tdak
mengambil sikap, pada waktu mengetahn hilang atau
rusaknya dokumen, surai berharga atau barang;

tidak menyimpan dan tidak memelihara barang yang
menjadi tanggung jawabnya schingga mernungkinkan
adanya kerusakan barang dan pengaruh alam atau hal-hal
lainnya;

kelalaian  dalam membuat  pertanggung  jawabaon
penggunaan Barang Mitik Negara.

Perbuatan melawan hukum atau kelalaian oleh Pihak Ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a, berupa :
z. perbuatan melawan hukum seperti :

1} pemalsuan barang yang dijual kepada Negara;

2} pemalsuan dekumen penagihan kepada Negara;

3] penggclapan barangfuang milik Negara yang sedang
menpadi tanggung jawabnya;

ingkar janji terhadap konirak;

kelalaian dalamn mengurns/memelihara barang/uang milik

Negara yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB V] . ..



(1

(2)

(3)

(4)

(3}

BAB VI
TIM PFENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 7

Dalam menyelesatkan Kerugian Negara, Kepala dibantu

TPKN,

TPEKN mempunyai tugas untok memproses penyelesaian

Kerugian Negara terhadap Bendahara, PNS dan terhadap

Pihak Ketiga.

Dalam melaksanakan fugas scbagaimana dimaksud pada

ayat {1), TPKN menyelenggarakan fungst :

a. penginventarisasian kasus Kerugian Negara yang diterima
dari Laporan Hasil Pemeriksaan DBadan Pemenksa
Keuangan dan Inspektorat;

bh. pengumpulan dan melakukan vernfikesi  bukti-bukn
pendukung bahwa PBendahara, PN3, danfatau Pihak
Ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum, baik
disengaja maupun lalai  schingga mengakibatkan
terjadinya Kerugian Negara;

c. penginventarisasian harta kekayaan milik Bendahara,
PNS, danfatau Pihak Ketipa wang telah melakukan
perbuatan metawan hukum, balk disengaja maupun 1alai
yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian
Negara;

d. penyelesaian Kerugian Negara melalud SPKMKN;

e. pemberian pertimbangan kepada Kepala tentang Kenugian
Negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam
Penetapan Pembebznan TGR bagi Bendahara, PNS serta
pelimpahan kepada Instansi yang menangan: Piutang dan
Lelang Negara atan penegak hukum bagi Pihak Ketiga;

f. penata usahaan penyclesaian Kerugian Negara;

g penyampaian lLaporan Perkembangan  Penyelesaian
Kerugian Negara kepada Kepala dengan tembusan kepada
Hadan Pemeriksa Keuangsn setiap 3 (tiga) bulan
{triwnulan).

TPKN yang terdin dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan

Anggota dibentuk dengan kKeputusan Kepala.

Kepala memerintehkan TPKN untuk mcnindaklanjuti setiap

laporan scbagaimana dimaksud dalam Pasa! 5 ayat {))

selambat-lambainya 7 [tujuh) hari kerja sejak menerima
tapaorar.

BADB VIi . ..



DARB VIl

PENETAPAN JUMLAH DAN FELAKU KERUGIAN NHEGARA

1)
{2)

{1)

{2

Pasat 8

Penetapan jumlah Kerugian Negara berdasarkan atas
perhitungan jumlah kerugian yang pasti diderita cleh Negara.
Kerngian Negara sebagaimana dirnsksud pada ayat (1) dapat
berupa :

a. kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan harga
pasaran sesuai Keputusan Gubermur setempat yang
berlaku pada saat itu;

b. perlengkapanfalat rumah tangga kantor/Barang Milik
Negara lainnya, ditetapkan berdasarkan harga pasaran
barang menurut jenis spesifikasi yang sama, pada saat
barang tersebut hilang dengan memperhitungkan
penyusittan maksimal 10% per-tahun dengan kondisi
barang terendah minimal 20% dari harga taksiran; dan

¢. bangunan gedung, ditetapkan berdasarkan standar harga
dengan memperhitungkan penyusitan sesual Keputusan
Menten yang membidangi pekerjaan umum pada saat
kejadian.

Pasal 9

Pepetapan Kerugian Negara harus jelas memuat :

a. identitas pelakun;

b. status kepegawaian/status pelaku yang bersangkutan;

¢. unsur kesalahan para pelaku.

Unsur kesalahan para pelakn sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hurul ¢, yang mengakibatkan Kerugian Ncgara

meliputi :

a. perbuatan langsung antara lain mencuri, menggelapkan,
mersak vang atan Barang Milik Negara, membayar lebih
kepada Pihak Ketiga, atau ingkar janji yang menjadikan
Negara menderita kerugian;

b. perbuatan tidak langsung, antara laiin scbhaga attasan
langsung  telah lalzi dalam  tugasnya sehmg:ga
memudahkan/ memungkinkan pegawai atau Pihak Ketiga
melakukan kecurangan-kecurangan schingga
menimbulkan Kerugian Negara, dan terhadap perbuatan
tersebut dilakukan tuntatan ganti rugl secara lapggung

reniensg.

BAB VI ...
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BAE VIl

MEKANISME PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

{1}

(2}

{3)
(4}

Pasal 10

TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap
tindale lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Kevangan
dan Inspektorat yang belum dituntaskan penyelesaiannya
oleh Inspektorat danfatau Unit Satuan Kerja atau Unit
Kedeputian /Sekretariat Utama.

TPKN melakukan pemeriksaan terhadap PNS dan/atau Pihak
Ketiga atas timbulnya kerugian Negara paling lama 10
{sepuluh) hani kerja dan menerbitkan Berita Acara
Pemeriksaan.

TPKN menetapkan jumlah dan pelaku Kerugian Negarva yang
harus diselezaikan.

Setiap Kervugian Negara baik yang dilakukan oleh PNS,
dan/atau Pihak Ketiga vang diakibatkan karena perhuatan
melawan huloum  atau melalaikan  kewajiban  diupayakan
diselesaikan secara damai.

Pasal 1

Penetapan penyelesaian Kerugian Negara dapat dilakukan dengan
cara :

a. Upaya damai;

b. Tuntutan Ganti Rugi.

(1)

(2

(3

Pasal 12

Penyelesaian kerugian Negara oleh PN3 danfatau Pihak
Ketiga secara damai dapat dilakukan dengan cara tunai atau
diangsur.

Penyelesalan secara damai dilakukan dengan membuat
SPKMKN bagi PNS danfatan Pihak Ketiga, dengan
menggunakan formulir  sebagaimana  tercantum dalam
Lampiran I Peraturan ini.

Batas waktu untuk penyelesaian kerugian Negara dengan
cara diangsur untuk PNS dan/atau Pihak Ketiga paling lama
48 (empal puluh delapan) bulan sejak  penclapan
pembebanan cleh TPKN.

(4) SPKMKN . .



(4)

(5)

(1)

(2}

(3)

(4)

-11-

SPKMKN =ebagaimana dimaksud pada ayat {2) dibuat dengan
mencantumkan jumlah Kerugian Negara secara pastt dengan
diketahui oleh atasan langsung.

Apabila Kerugian Negara telah dilunasi oleh PNS, dan/atan
Pihak Ketiga sesual dengan SPKMKN, maka kepada PNS,
dan/fatan Pihak Ketiga yang bersangkutan tidak dikenakan
TGR.

Pasal 13

Berdasarkan SPKMKN, PNS/Pihak Ketiga wajib mengganti
Kerugian Negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke
Kas Negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14
{empat belag) hari sejak penstapan pembebanan oleh
TPKN.

Apabila dalam jangka walttu 14 {empat belas) hari kerja
sebagaimana dirpaksud pada ayat (1) telah terlampaui, PNS
tidak mengganti Kerugian Negara secara: tunai, TPKN
mengajukan permintaan kepada Bendahara gaji untuk
melakikan pemofongan penghnasilan dengan
memperhatikan sisa masa  kerja pegawai yang
bersangkutan atau paling lama 48 (empat puiuh delapan)
bulan.

Apabila dalam waktu 7 {injuh) hari sebagaimana dimaksud
ayat [1] telah terfampaui dar: Pihak Ketiga tidak mengganti
Kerugian Negara secara tunai, TPKN melakukan penaghan
ulang sebanyak 2 {dua} kali 7 {tujuh} hari kerja.

Apabila setelah penagihan ketiga, Pihak Ketiga tidak
mengganti Kenugian Negara secara tunai, ke Kas Negara,
maka TPEN akan menyerahkan penyelesaian Kerugian
Megara Kepada aparat penegak hukuaia.

Pasal 14

Tuntutan Gant Rugi dapat dilakukan apabila dipenuhi semua

persyaratan sebagai berikut :

a.

b.

negara 1elah dirugikan;
Kerugian Negara harus telah pasti;

c. Kerugian . . .
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c. Kemagian Negara schagai akibat tindakan langsung atau
tidak Jangsung dari PNS dan/atau Pihalk Ketiga,

d. perbuatan dilakukan oleh PNS dan/atan Pihak Ketiga karena
tugas jabatannya;

€. tidak dapat diselesaikan secara damai.

Pasal 15

(1) Apatila PNS tidak bersedia menandatangani SPKMKN, maka
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 {empat belas) hari
kerja sejak penclskan penandatanganan SPKMKN, TPKN
mengajukan usulan penetapan Tuntutan Ganti Rugl [TGR)
kepada Kepala.

{2} Usulan penctapan TGR berdasarkan hasil pemeriksaan yang
diladukan oleh aparat pengawasan eksternai atau aparat
pengawasan jnternal pemerintah.

Pazal 16

Dalam hal Pihak Keliga tidak bersedia menandatangani SPKMKN,
maka dalam jangka wakitu selambat-lambatnya 14 {empat belas}
hari kerja sejak penolakan penandatanganan SPKMKN, TPKN
mengajukan usulan kepada Kepala apar penyelesaian Kerugan
Negara diserahkan kepada aparat penegak huicum.

Paszal 17

{1} Kepala menetapkan Keputusan Pembebanan TGR terbadap
PNS danfatau Surat Pelimpahan Proses Penyclesaian
Kerugian Negara terhadap Pihak Ketiga kepada aparat
penegak hukum, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kerja terhitung sejak diterimanya usulan peneiapan TGR,
sesuai Lampiran 11, danjfatau Pelimpahan [Proses
Penyelesaian Kerugian Negara dasi TPKN.

{2) Kepala menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-
lambatnya 14 {empat belas} hari kerja sejak Surat Keputusan

ditetapkan.

Pasal 6. ..
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Pasal 18

{1} Dalam hal Kepsla menetapkan pembebanan TGR kepada PNS,
malka kepada yang bersangkutan wajib mengpanti Kerugian Negara
dengan cara mernyetorkan secara tunai selambat-lambatnya 7
frajuh} hari kerja sejak penetapan permbebanan TGR melatui
Bentdahara dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajsk
{S58H.

(2) Apabila dalam waktu 7 (fujub hard) kerja sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) telah dilampani dan PNS tidak menggant Kerugian
Negars secara tunai, Sckretaris Utama meminta kepada Kantor
Pelayanan  Perbendaharaan Negara untuk melaksanakan
pematongan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) darn gaji
setiap bulan sampai lunas.

Pasal 19

{1} Apabila PNS memasuki masa pensiua sebelusm utang kepada
Negara hunas, maka dalam Surat Keterangan Peroberhentian
Pembayaran [SKPF) dicantumkan bahwa yang bersangkutan
masih mempunyai utang kepada Negara dan Taspen yang
meniadi haknya diperhilungkan untuk menggenti  Kerugian
Negara dimaksud.

{2) Apabila PNS meninggal dunia, sedangkan yang bersangkutan
beium menyelesaikan utang kepada Negara, Kepala melimpahkan
proses penyelesalan Kerugian Negara kepada instansi Negara
yang menangani pintang Negara.

{3) Apabila PNS melarikan diri, sedangkan yang bersangkutan belum
menyelesaikan utang kepada Negara, Kepala metimpahkan proses
penyelesaian Kerugian Negara kepada aparat penegak hukum.

Pasal 20
Kerugian Nepara yang discbabkan keadaan kahar menjadi beban

Megara,

BABIX ...
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BAB X

TEMUAN KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN

{1}

{2)

(1)

(2)

YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI

Pasal 21

Kepala mempunyai  kewenangan uniuk memberikan
rekomendast atas temuan Kerugian Nepgara hasi pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat yang tidak dapat
ditindaklanjuti.

Pepetapan temuan Kervgian Negara yang tidak dapat
ditindak lanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemenksa
Kenangan dilakukan setelahh mendapat persetujuan dari
Badan Pemeriksa Keuangan,

Pasal 22

Kriteria untuk menetapkan temuan Kerugian Negara hasit
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat
yang tidak dapat ditindaklanjuti, antara lain :

a. rckomendasi bersifzt himbauan;

b. rekomendasi masa lalu yang telah diperbaiki;

c¢. terkadap suati instansi yang saat by instansi fersebnt
sudah tidak ada lagi; -

d. tindak lanjut berkaitan dengan Pihak Ketiga yang sudah
bubar/ pailit/meninggal dunia atan alamatnya sudah tidak
jelas lagi dengan pembuktian yang sah;

e. rekomendasi tidak didukung dengan bukti yang kuat;

f. sebelumnya tidak dibicarakan dengan pihak-pihak yang
diperiksa;

g. penanggung jawab sudah tdak akiifl [pensiun, meninggal
dunia dan/fatau tidak diketahui lagi alamatnya) dengan
peribuktian yang sah, kccuali untuk temuan yang bejum
kadaluarsa dan sudah ada TGR; dan

h. kurang material nilainya dan melampau  batas
kadaluwarsa.

Penetapan temuan pemeriksaan yang udak dapat

ditindaklamuti  metaini  mekanisme pembahasan vyang

ditakukan oleh TPKN, dituangkan di dalam Berita Acara

Penetapan Tenmaan Kerugian Negara Hasit Pemeriksaan Yang

Tidak Dapat Dhundaklanjuti.

BAB X ...
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BAB X
KADALUWARSA

Pasal 23

Kewaiiban PNS dan/atau Pihak Ketiga untuk membayar ganti rugi
menjadi kadatuwarsa jika dalam wakiu 5 flima} tahun sejak
diketahuinya Kerugian Negara atau dalam waktu 8 [delapan)
tahun sejak terjadinya Kerugian Negara tidak dilakukan
penuniutan ganti rugi.

BAB XI
SANKS!

Pasal 24

Setiap PNS danfatau Pihak Ketiga yang melakukan
perbusatan f kegiatan/kelalaian yang berdasarkan hasil
pemeriksaan Badan Pemepksa Keuangan ataupun Inspektorat
mengakibatkan Kerugian Negara, baik secara langsung maupun
tidak langsung, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

BABE X1
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25
Dalam hal kewajiban PNS danfatau Pibhak Ketiga untuk
mengganti  Kerugian Negara dilakukan o¢leh pihak lan,

pelaksanaannya sebagaimana yang berlaku terhadap
pengampufyang memperolch hak/ahli waris.

BAB X1 . ..
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BAB Xt
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Peraturan ini mulai berlaku pada tangpat diundangkan.

Agar settap orang mengetahuinyz, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penecmpatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2012
KEPALA BADAN KOORDINASI FENANAMAN MODAL
REFUBLIK INDONES]A,
1.
MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOCMOR 932

Salinan sesuai dengan ashnya

Sekrc[anat Utarna BKPM

iro Peraturan Perundang-uridangan,
asvarakat, dan Tala Usaha Pimpinan



LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINAS] PENANAMAN MODAIL

‘REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA
{SPKMKN)

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama L
NIP

Pangkat/Golongan

TempatfTanggal Lahir

Alamat

No. & Tgt. SK Pengangkatan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan tidak akan mensrik kembali,
bahwa saya bertanggung jawab atas Kerupian Negara sebesar Rp .........c
YOO ) yakni kerugian yang disebabkan . o
Terhadap Kerugian Negara tersebut di atas saya be:rsedla mengganti sepenuhnya
dan menyetorkan ke Kas Negara dengan cara tunai/mengangsur paling
lama.....bulan.

Apabila dikemudian hari ternyata saya dibebaskan balk sebagian atau
seluruhnya dari tanggung jawab untuk mengganti Kerugian Negara, maka saya
berhak menerima kembali sebagian/seluruhaya jumlak yang telah saya setorkan
sesual tanggung jawsh saya.

Surat pernyataan ini saya buat denpan sadar dan tanpa paksaan dari pihak
rnanapun.

Jakarta, .......cccoeo..
Mengetahui,
Repala ......_............[unit kerja) Meterai cukup
[nama, jabatar, NIF) (rama, ja-l;atan, NIP}
Saksi-gaksy :
2.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

1td.

MUHAMAD CHATIB BASRI



LAMPIRAN 11 PERATURAN KEPALA BADAN KOOQRDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA
PENYELESAJIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR...,. TAHUN.......
TENTANG
PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA KEPADA........

Menimbang - TR
b...
Mengingat i : T
b....
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Kocrdinasi Penanaman Medal

tentang Pembebanan Kerugian Negara Kepada.......

PERTAMA : Menyatakan saudara....{nama, pangkat, jabatan, NIP} pada.....
{unrit kerja) telah terbukii secara sah dan meyakinkan
metakukan perbuatan melawan hukum atau  kelalaian
sehingga mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp.......
(dengan huruf).

KEDUA - Saudara....diwajibkan untuk mengganti Kerugian Negara
dengan jumlah scbagaimana tercantum dalam Diktum

PERTAMA dengan cara menyetorkan ke Kas Negara.



KETIGA

: Kepuhisan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

------------------------

KEFALA BADAN KOORDINAS] PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

tid.

MUHAMAD CHATIB BASR]





